RESKRIM
ROLRESIMADIUNIKOTA

dalam wangha

NINDAKSUANTUTRROLRESIMADIUNIKOTA
DAAMIMENANGGARIDUMASITERKALT;
RENGADRNANIBARANG/IASA




DASAR

UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIANNEGARA REPUBLI
INDONESIA

UURI no. 31 Tahun 1999 ttg pemberantasan tp. korupsi sebagaimana yang
telah di ubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 ttg perubahan atas UURI No
31 Tahun 1999

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SURAT EDARAN KEPALA LKPP NOMOR 3 TAHUN 2015 TTG PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI E-PURCHASING

Surat  Sekretariat Daerah  Pemerintah Kota Madiun Nomor
027/340/401.012/2017 tentang permohonan Narasumber dalam rangka
kegiatan bimbingan teknis pengendalian pengadaan barang jasa




SEKILAS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI PEMERINTAH
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/(; PBJ pada hakekatnya adalah upaya pihak\
pengguna utk mendapat atau mewujudkan
barang dan jasa yang diinginkan dg
menggunakanmetoda dan proses tertentu utk
dicapaikesepakatarhargg waktu, & kesepakatan

= \_ lainnya Y.

éTujuan diberlakukannyaPeraturan ttg PBJ (Keppres DLL) ini adalah ag%
pelaksanaanpengadaanbarang/jasayang sebagianatau seluruhnya dibiayai
APBN/APBDilakukan berdasarkanprinsip2 PBJC secaraefisien (dana,daya,
waktu yg singkat), efektif (manfaat & tepat sasaran),terbuka & bersaing
(persaingansehat),transparan(semuainfo ttg PBXerbuka utk masy),adil/tidak
diskriminatif (tidak memihak), dan akuntabel (sasaran fisik, keuangan,

\ manfaat). /
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PERSIAPAN PENGADARN
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C perencanaanpengadaan (utk penentuan paket
pengadaardg memaksimalkamproduksiDN (Dalam
Negeri)dan perluasankesempatarbagiusahakecil
tmsk koperasikecil

C pembentukanpanitia,

C penetapansistem/metodepengadaan,

C penyusunanadwalpengadaan,

C penyusunarhargaperkiraansendiri(HPS)serta

C penyusunardokumenpengadaan

TAHAP PROSES

PEMILIHAN PENYEDIA B/J (LELA melaksanakampekerjaan

Kegiatanuntuk menetapkanpenyedial
barang/jasayang akan ditunjuk untuk

L~

PENETAPAN
PEMENANG/PENYEBIA

Mulai dari PENGUMUMANS/D METODE PD DSRNYA

MENGGUNAKAN LELANG UMU
TETAPI DPT METODE TERTENTU




Lanjutan .....

TAHAP PENANDATANGANAN
PELAKSANAAN KONTRAK

Tahap pelaksanaan kontrak pada dasarnya
merupakanperwujudandari pemenuhanhak dan
kewajiban antara pihak penyedia barang dan

pengguna barang yang terikat dalam suatu
perikatan dalam rangka memperolehbarang dan
jasa sesuai dengan kepentingan masingmasing
secaraadil.

Mulai dari PENYUSUNAKONTRAL/d
PENYERAHAN PEKERJAAN DAN
PEMBAYARAN




E- Purchasing
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Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ttg Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
(K/L/D/1) wajib melakukan e-Purchasing TERHADAP Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai
dengan kebutuhan K/L/D/I

Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal :

a.
b.

Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Cata;ogue;

Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis yang
dibutuhkan oleh K/L/D/I;

Penyedia barang / jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan
tidak dapat ditunda lagi;

Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock);
Penyedia barang / jasa tidak mampu melayani pemesanan barang / jasa karena keterbatasan jangkauan layanan
penyedia barang / jasa;

Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa;
Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi e-
Purchasing; dan/atau

Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasiharga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk
komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merk, tempat, spesifikasi tekhnis, dan persyaratan yang sama,
lebih mahal dari harga yang diadakan selain melalui e-Purchasing

Tata cara e-Purchasing diatur pada angka 5 Surat Edaran Kepala LKPP nomor 5 Tahun 2015 yang tahapannya mulai dari
penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi tekhnis barang, harga barang, dan penyedia
yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Proses pelaksanaan E-Purchasing tersebut

cukup sederhana sehingga memungkinkan K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui
proses lelang. Pelaksanaan E-Purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, atau
oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.




G Organisasi Pengadaan
@ Berdasarkan PERPRES No. 54 Thn.2010 ( Pasal 7 )

1. Terdiri dari :

N £
= PA / KPA
_
Panitia/ Pejabat PenerimaHasil
|_ Pekerjaan(PPHP)

3. PPKdapatdibantu oleh tim pendukungyangdiperlukan untuk pelaksaan
PengadaarBarang/Jasa

2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk
Pengadaammelalui Swakelolaterdiri atas

«PA/KPA
wPPK
wPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaa

Tim pendukungantara lain terdiri atas DireksiLapangan,KonsultanPengawastim

pelaksanaSwakeloladan lain-lain. PPKdapat meminta kepadaPAuntuk menugaskar
PejabatPelaksandlekniKegiatan(PPTKjlalamrangkamembantutugasPPK




== PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN
@ Hubungan Kerja

Menteri/Kepala Daerah PA/KPA

memoenu
$

ULP/PP

PPK
Perangkat organisasi ULP mengacu
kepada peraturan perundang-

PPHP

undangan di bidang kelembagaan

¥

Persiapan, Pelaksanaan

Proses Pemilihan dan - Menerima Hasil
dan Pengendalian -
Penetapan Kontrak Pekerjaan
Penyedia

Barang/Jasa
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ASPEK HUKUM
PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH W

PROSES PENGADAAN BARANG & JASA PEMI

PERSIAPAN PENETAPAN
PENGADAAN PEMENANG

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI

PENANDATANGANAN PELAKSANAAN
KONTRAK KONTRAK

ASPEK HUKUM PERD

ATA

PR e

ASPEK HUKUM PIDANA
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KonsekuensiHukum Akibat Hubungan Hukum f,
@ Antara Pengguna Jasadan Penyedia Jasa - ,%j»’

Uji Materiil (PasaB1 UU No. 14
Tahunl1985 JdPasaBB1 A UU
No. 5Tahun2004)

1. Sanggahadan Sanggah

Banding TUN Pasall Butir 5 JoPasab3
(PasalB1 Perpresb4 Tahun Ayat1l UU No. Sahun1986)
2010
? SOMASI Perdata
1. Hubunganhukum antara (Pasalfl18 HIR JPasall365
pengguna jasa dan — — KUHPerdatdisWanprestasi
penyedigjasa
2. KeputusarpejabatTUN KPPWPasaB8 Ayat1
3. Gugatarsengketa 2. PERMOHONAN (UU No 5Tahun1999)
4. Judicareview e ———
Arbitrase
[ 3. GUGATAN "|  (PasaX ®UNo 30 Th 1999)

4. LAPORAMPENGADUAN Pidana(Pasall butir 24 JoPasal

108 KUHAP)
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TINDAK PIDANA KORUPSI &
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Sebagaimana diatur dalam UURINo0.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURINo0.31
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, KORUPSIsecara umum
dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyuapan
Bribery
Pemalsuan Penggelapan
Fraud b Emblezzlement
Sumbangan Bagaimana y Komisi
llegal dan dari mana G iealar
lilegal uang-barang-
\ K AT E G O R I KO R ) Contribution fasilitas hasil
korupsi
diperoleh?
Nepotisme . Ny Pemerasan
=
Nepotism Extortion
Penyalah-
Pilih kasih gunaar
== wewenang
Favoritism Ahranins

Discretion
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PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH :

/ Penyedia Barang/Jasa, dan

Pengelola Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa

a) Pengguna Anggaran.
b) Kuasa Pengguna Anggaran.
c) Pejabat Pembuat Komitmen.
d) Kelompok Kerja ULP.

f) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis
Kegaiatan)

e) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

W

a-

L)
% \7'\ /.



@ TITIK RAWAN DAN POTENSI PENYIMPANGAN %

%

PERENCANAAN PBJ

PEMBENTUKAN PANITIA/
PROSES PERSIAPAN PEJABAT PENGADAAN

PERENCANAAN PENGADAAN B/J
ANGGARAN PEMERINTAH PENETAPAN METODE PBJ

Wi \_ J PENYUSUNAN

JADWAL PELAKSANAAN

PENYUSUNAN HPS

PENYUSUNAN
DOKUMEN PBJ

PELAKSANAAN
g N PB/J PEMBORONGAN

IJAS ALAINNYA N

PROSES |
SERAH TERIMA PELAKSANAAN PROSES
PENGADAAN | PENGADAAN B/J
& TSRS PEMERINTAH
PENYUSUNAN KONTRAK

PEMBAYARAN /
\ /‘ PELAKSANAAN KONTRAK
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